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PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA DAN FATWA DSN MUI
A. BPRS
1. Pengertian BPRS

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Baydriah
telah mengatur secara khusus eksistensi bank Byalialndonesia.
Undang-Undang tersebut melengkapi dan menyempumnnbka No. 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telahhddgngan UU
No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehinggaupéidtur khusus
dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut pasal 18 NlJ 21 Tahun
2008, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syarigdm dBank
Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa p&eyasyariah
dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pPri@gariaf,
demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatiaBedangkan pasal 1 UU

No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebupkeagertian dari

! Menurut pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 yang dimakstidsip syariah adalah prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkiave fgang dikeluarkan oleh lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidgagiah.

2 Menurut pasal 35 UU No. 21 Tahun 2008 yang dimdksinsip kehati-hatian adalah Bank
Syariah wajib menyampaikan Bank Indonesia laporamakgan berupa neraca tahunan dan
perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasanang glisusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah
yang berlaku umum, serta laporan berkala lainngdand waktu dan bentuk yang diatur dengan
peraturan Bank Indonesia.
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Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bamkigh yang

dalam kegiatanya tidak memberikan jasa dalam ialad pembayarah.

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari didirik@an BPRS di
dalam perekonomian, yaitu sebagai berfkut:

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutammasyarakat
golongan ekonomi lemah yang pada umumnya beraddadrah
pedesaan. Hal ini agar mereka tidak terjebak oleftenir yang
menerapkan bunga berbunga.

b. Menambah lapangan kerja, terutama di tingkat ketamaehingga
dapat mengurangi arus urbanisasi.

c. Membina semangatikhwah Islamiyahmelalui kegiatan ekonomi
dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapitaujmeualitas
hidup yang memadai.

d. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian kamsector real
akan bergairah.

Sebelum lahirnya BPRS di Indonesia, masyarakatl#r| dahulu
mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). MeérwU No. 21
Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank komreisyang
dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalamlilaias pembayaran.

Dimana BPR konvensional masih menerapkan systengabwtalam

% Ahmad Ifham,Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari@akarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2010), him. 3.
* MuhammadManajemen Bank SyarigY ogyakarta: UPP AMP, 2002), him. 56
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operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakanraB®R Konvensional

dan BPRS. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat SYBRS) dengan

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai htetiku

1) Akad dan aspek legalitas.
Dalam BPRS akad yang dilakukan memiliki konseku€usiiawi dan
ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan rhukslam.
Sering, nasabah berani melanggar kesepakatanhjemja/ang telah
dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum gositi

2) Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur sgsinlya yang
bertujuan mengawasi praktik operasional BPRS agalakt
menyimpang dari prinsip syariat.

3) Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat disetesaielalui Badan
Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

4) Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisaisgyharam, syubhat
ataupun dapat menimbulkan kemadharatan bagi paak |

5) Praktik operasional BPRS, baik untuk penghimpunaeupun
penyaluran pembiayaan, menggunakan system badi deasitidak

menggunakan system bunga.

2. Ketentuan-ketentuan Administratif BPRS

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 pasal 5 tentangzipan

disebutkan bahwa untuk memperoleh izin usaha Baydigh harus

5 Ibid, him. 58
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memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentamsginan organisasi
dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahln bidang
perbankan syariah, kelayakan usaha. Akan tetapa pagal 5 ayat 8
disebutkan bahwa BPRS tidak dapat dikonversi meBjadk Perkreditan
Rakyat. Lebih lanjut pada pasal 6 dijelaskan baBRRS tidak diizinkan
untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan gams kantor
lainnya di luar negeri. Berikut ini adalah ketextketentuan administratif
BPRS:
a. Bentuk Badan Hukum
Menurut Pasal 7 UU No. 21 tahun 2008, bentuk badddum suatu
BPRS adalah perseroan terbatas.
b. Anggaran Dasar
Pada pasal 8 UU No. 21 tahun 2008 tentang anggiasar dijelaskan
bahwa selain memenuhi persyaratan anggaran dabagaseana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanganuat pula
ketentuan:
1) Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harusiapatkan
persetujuan Bank Indonesia
2) Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus pkaeta
tugas menejemen, remunerasi komisaris dan dirdkpioran

pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biagagkuntan
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public, penggunaan laba dan hal-hal lainnya yatedagikan dalam
Peraturan Bank Indonesia.
c. Pendirian dan Pemilik

Menurut Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 21 tahun 2008, BR&§a dapat

didirikan oleh:

a) kepemilikannya dipegang oleh warga negara Indanesi

b) Pemerintah Daerah; atau

c) Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalamf laudan
huruf b.

d. Modal

Pasal 4 ayat (1) SK DIR Bl 32/36/1999 menetapkamahdalisetor

untuk mendirikan BPRS sekurang-kurangnya sebesar:

1) Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah) untuk EBPRang
didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota JakdrRaya dan
Kabupaten/Kota Madya Tangerang, Bogor, Bekasi daiaWang.

2) Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) untuk REP yang
didirikan di wilayah ibu kota propinsi diluar wilafg yang
disebutkan pada angka 1.

3) Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) unBRRS yang

didirikan di luar wilayah tersebut pada angka 1 dagka 2.
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Pasal 14 SK DIR BI 32/36/1999 menentukan bahwa sumb
dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan béatadg:

a. Berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaaanddbentuk
apa pun dari bank dan atau pihak lain di Indonesia

b. Berasal dari sumber yang diharamkan menurut Pridgguiah,
termasuk kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 4 ayat (3) menentukan bahwa dari modal gsejor
tersebut, yang digunakan untuk modal kerja bagi &P®ajib
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen). Derigda lain
biaya investasi dalam rangka pendirin BPRS itu ktidenleh

melebihi 50% dari modal yang disetor oleh para peng.

e. Pengurus

1)

2)

Struktur Kepengurusan

Menurut ketentuan pasal 19 SK DIR Bl 32/36/199%égurusan
BPRS terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Cangping
kepengurusan, suatu BPRS wajib pula memiliki DeRangawas
Syariah yang berfungi mengawasi kegiatan BPRShatse
Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan mengenai syarat , jumlah, tugas, kewerarignggung
jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan koisisdan
direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasank BRyariah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-umdavgaurut
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pasal 29 ayat (1), dalam jajaran direksi Bank Syarwajib

terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugaskuntemastikan

kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan katerBank

Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainAglapun

syarat-syarat menjadi dewan komisaris dan direksiurut pasal

29 UU No. 21 tahun 2008, wajib memenuhi persyaratimagai

berikut:

a) Wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dialkuoleh
Bank Indonesia

b) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisarisddaksi
yang melanggar integritas dan tidak memenuhi koemset
dilakukan oleh Bank Indonesia

c) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuzan
kepatutan wajib melepas jabatannya

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan doakean
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan gydtaf@r
dengan peraturan Bank Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah

a) Peran Dewan Pengawas Syariah

Peran utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah

mengawasi jalannya operasional bank sehari-han segjalu
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sesuai dengan ketentuan-ketentuan sy&riBfeS di perbankan

syariah memiliki peran penting dan strategis dapgemerapan

prinsip syariah di Bank Syariah. DPS bertanggum@gauntuk

memastikan semua produk dan prosedur bank syagstimis

dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran teR8but,

UU No.21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

(1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank &kari
dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS

(2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) diangkap oleh Rapat Umum Pemegang
Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional

(3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) bertugas memberikan nasehat dan saran
kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank &galas
dengan prinsip syariah

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan
Pengawas Syariah sebagaimana yang dimaksud patla aya

(1) diatur dengan peraturan Bank Indonesia.

® Muhammad Syafii AntonioBank Syariah dari Teori ke Prakteklakarta: Gema Insani,

2011, him. 31.
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Peran DPS sangat sentral dalam sistem jaminantutepa

syariah karena hal berikut

(a) Nasabah memiliki banyak keterbatasan keahlian, wyakt
dan akses infomasi serta kewenangan masuk dalam
operasional bank

(b) Pengelola bank memilki kecenderungan memaksimalkan
keuntungan serta mendorong kepraktisan yang temgada
mengabaikan aspek ketaatan syariah

(c) Unsure lainnya: Internal Syariah Reviewer, External
Syariah Auditor,dan lembaga advokasi konsumen belum
ada/efektif

(d) Sifat delegasi wewenang yang diberikan nasabahdkepa
DPS adalah amanah sehingga dimensi tanggung jawab
DPS selain formal kelembagaan juga tanggung jawab
kepada Allah SWT

b) Tugas-Tugas Dewan Pengawas Sy&riah

(1) DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi suddoer

rujukan dalam (penerapan prinsip-prinsip syar@amasuk

sumber rujukan fatwa

" Gita DanupranataBuku Ajar Manajemen Perbankan Syarighiakarta: Salemba Empat,
2013), him. 66.
® Ibid, him. 67.
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(2) DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk
memastikan tidak adanya fitur yang melanggar styaria

(3) DPS menganalisis segala situasi yang belum peergdi
sebelumnya yang tidak didasari fatwa dalam tramsaks
perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian
pada syariah

(4) DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjairgareai
transaksi-transaksi di perbankan syariah untuk rsgkae
kepatuhan pada syariah

(5) DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segieaa (|
ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran,
anggota DPS harus mengoreksi penyimpangan itu denga
segera sesuai dengan prinsip syariah

(6) DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan
syariah bagi staf bank Islam

(7) DPS menyusun sebuah laporan tahunan mengenai neraca
(atau laporan posisi keuangan) bank syariah tentang
kepatuhan syariah. Dengan pernyataan ini, seora?§ D
memastikan kesyariahan laporan keuangan bank byaria

(8) DPS melakukan supervise dalam pengembangan dan
penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk

pembiayaan yang inovatif.
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Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah

(1) DPS melakukan pengawasan secara periodic pada LKS
yang berada dalam pengawasannya

(2) DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan
LKS kepada pemimpin yang bersangkutan dan kepada
Dewan Syariah Nasional (DSN)

(3) DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional
LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya
dua kali dalam satu tahun anggaran

(4) DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan
pembahasan DSN

Hubungan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah

Nasional
Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangaatsyari

(LKS) di Indonesia, maka berkembang pulalah jumEPS

yang berada dan mengawasi masing-masing lembaggbter

Banyak dan beragamnya DPS dimasing-masing LKS harus

disyukuri sekaligus diwaspadai. Kewaspadaan tetdamena

dimungkinkan adanya fatwa yang berbeda-beda dasinga
masing DPS. Hal tersebut tentunya bisa membingumgka
nasabah. Oleh karena itu majelis Ulama Indonesi&I{M

sebagai paying dari lembaga dan organisasi keisladia
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Indonesia mengaggap perlu dibentuknya satu dewariaby
yang bersifat nasional dan membawahi seluruh LKS.
Selanjutnya dewan ini disebut Dewan Syariah Nasiona
(DSN)?

DSN dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil
rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada Rulkn
tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembagamtain
bawah MUI dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan sekretar
Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan k3aaa
Harian (BPH) dengan seorang ketua dan sekretaris s
beberapa anggotd.Adapun kedudukan dan status DSN MUI
adalah sebagai beriktit:

(1) DSN merupakan bagian dari MUI
(2) DSN  membantu pihak terkait, seperti Kementrian

Keuangan dan Bank Indonesia dalam menyusun

peraturan/ketentuan untuk LKS
(3) Anggota DSN terdiri atas ulama, praktisi, dan pakaam

bidang yang terkait dengan muamalah syariah
(4) Anggota DSN ditunjuk dan diangkat MUl untuk masétba

selama 5 tahun

® Muhammad Syafii Antoniagp.cit, him. 32.

10 pid.

1 Gita Danupranatap.cit, him. 66.
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Adapun fungsi utama DSN MUI adal&h:
(a) Mengawasi produk-produk LKS agar sesuai denganatyar
Islam
(b) Membuat garis panduan produk syariah yang diamfbil d
sumber-sumber hukum Islam
(c) Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang
dikembangkan oleh LKS
(d) Memberikan rekomendasi para ulama yang ditugaskan
sebagai DPS di LKS
3. Kegiatan Usaha BPRS
Secara umum menurut pasal 21 UU No. 21 tahun 260@8ng
Perbankan Syariah kegiatan usaha BPRS meliputgaebarikut:
a) Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, pempgiman dana
tersebut dalam bentuk:

(1) Simpanan berupa tabungan atau dipersamakan bédaasakad
wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengarsiprin
syariah.

(2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau béaitukya yang
dipersamakan dengan itu berdasarkan akadharabahatau akad

lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

12 Muhammad Syafii Antoniap.cit, him. 33.
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b) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, peagaldana
tersebut dalam bentuk:

(1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkaad ak
mudharabalataumusyarakah

(2) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkad mkirabahah,
salam,atauistishna.

(3) Pinjaman berdasarkan akaqardh.

(4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidadgerb&r
kepada nasabah berdasarkan akarhh atau sewa beli dalam
bentukijarah muntahiya bit tamlik.

(5) Pengambilalihan utang berdasarkan akagalah.

c) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam letiipan
berdasarkan akadwadi'ah atau investasi berdasarkan akad
mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan
prinsip syariah.

d) Memindakan uang, baik untuk kepentingan sendiri puauuntuk
kepentingan nasabah melalui rekening Bank PembhiayRakyat
Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umumwgasional,
dan Unit Usaha Syariah.

e) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usah&k Byariah
lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berkiasapersetujuan

Bank Indonesia.
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4. Pembiayaan di BPRS

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok baitk,pemberian
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutydilaak-pihak yang
merupakandefisit unit"* Pengertian pembiayaan adalah pendaan yang
diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain umhd@ndukung investasi
yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiripoaudembaga. Dengan
kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikaluauntuk
mendukung investasi yang telah direncandRan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentamdpdhkan
Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atainariagyang
dipersamakan dengan itu berupa:

a. Transaksi bagi hasil dalam bentukidharabatdanmusyarakah

b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah ataa-bel dalam
bentukijarah muntahiya bittamlik.

c. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahsddam, dan
istishna

d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutgagdh

e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarabkutnansaksi
multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepa&tda bank syariah

dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak laimgyaewajibkan

13 Muhammad Syafii Antonicgp.cit,him. 160
14 Muhammad,Manajemen Pembiayaan Bank SyariaklYogyakarta: UPP YKPN, 2002),
him. 17.
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pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas danantuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka wakiente dengan
imbalanujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah hanemoi*>

1) Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi payaasin kepada para
nasabah bank syariah harus tetap berpedoman padet sislam
(antara lain tidak mengandung unsuwnaisir, gharar,dan riba serta
usahanya harus halal)

2) Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkalrhal syariah
bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan kegah baik
bagi bank syaraiah maupun bagi nasabah bank syariah

Tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan ekonomi umat

b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

c) Meningkatkan produktifitas

d) Membuka lapangan kerja baru

e) Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jeriis,sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diajukuntuk

pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pendaziay untuk

*1bid, him. 16.
16 Sutan Remy syahdeiri®erbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan IndonesidJakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), him. 20.
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pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pmbiayaadlidiesn, dan
apapun yang difatnya konsumtif.
2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditajukuntuk
pembiayaan sector produktif, seperti pembiayaan amoderja,
pembiayaan pembeliaan barang modal dan lainnya yaegpunyai
tujuan memberdayakan sector real. Salah satu fuoggma dari
perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dimm@a kepada
masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.
Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikel@anp menurut
beberapa aspek, diantarartya:
(1) Pembiayaan menurut tujuan
Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
(a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diogkan
untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembarsgéia u
(b) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dim&ksudntuk
melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif
(2) Pembiayaan menurut jangka waktu
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
(a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakd&agan

waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun

" Muhammadpp.cit, him. 22.
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(b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yiakgldn
dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
(c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan ydaguéan
dengan waktu lebih dari 5 tahun.
Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudéam bentuk
aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:
(a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jeeisitpayaan
dengan prinsip ini meliputi:
1) Pembiayaan murabahah
2) Pembiayaan musyarakah
(b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Wnjenis
pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
1) Pembiayaan murabahah
2) Pembiayaan salam

3) Pembiayaan istishna

© Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pgrabn dengan

prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan ijarah

2) Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik/wa igtina
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5. Larangan bagi BPRS

Dalam pasal 25 UU No. 21 tahun 2008 disebutkan baBRRS

dilarang:

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengesipgpsyariah

b. Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta ddkam lintas

pembayaran

c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta saing, keqexukaran
uang, asing dengan izin Bank Indonesia

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecualagaebagen
pemasaran produk asuransi syariah

e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembagey yhbentuk
untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Peaghan Rakyat
Syariah

f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebega dimaksud
pada pasal 21.

6. Sanksi Administratif BPRS

Pasal (56) UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan saaksiinistratif

kepada bank syariah atau UUS, anggota dewan kasjisaiggota DPS,

direksi dan/atau pegawai bank syariah atau Bank rdrifilonvensional

yang memiliki UUS yang menghalangi dan/atau tidaklaksanakan

Prinsip Syariah dalam menjalankan usaha atau tygastau tidak
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memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan ddlesang-Undang

ini.
Sanksi administrative sebagaimana yang dimaksudnddlndang-

Undang ini adalah:

a. Denda uang

b. Teguran tertulis

c. Penurunan tingkat kesehatan bank atau UUS

d. Pelarangan untuk turut dalam kegiatan kliring

e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untukrkeaibang tertentu
maupun untuk bank syariah dan UUS secara keseluruha

f. Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umomwéfisional
yang memiliki UUS, dan selanjutnya menunjukan dasngangkat
pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Instone

g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemsghag Bank
Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki $)dalam
daftar uang tercela di bidang perbankan

h. Pencabutan izin usaha

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan saakisninistrative

sebagaiamana dimaksud diatur dalam Peraturan Baokésia.

B. ljarah Multi Jasa
1. ljarah

a) Pengertian ljarah
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Sebelum dijelaskan pengertian ijarah (sewa menyewwdgbih dahulu
akan dijelaskan tentang makna operasional ijatakandiri. Idris Ahmad
dalam bukunya Figh Syafi'l , berpendapat bahwaaljaadalah upah
mengupah, Sedangkan Kamaluddin A. Marzuqi sebaganemah Figh
Sunnah karya Sayyid Sabiq menefinisikan ijarah gabsewa menyewa.
Al-ijarah berasal dari katal-ajru yang arti menurut bahasanya adad#h
‘iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah gantugah'®

Secara etimologi, ijarah bermakna menjual manfdiama Hanafiyah
berpendapat ijarah adalah akad atas suatu kemamfdabhgan pengganti.
Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijadathah akad atas
suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertantundbah, serta
menerima pengganti atau kebolehan dengan penggatemtu. Adapun
ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwaaljaadalah
menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubahndalaktu tertentu
dangan pengganti.

Secara terminologis, ijarah adalah transaksi atasusmanfaat yang
mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan g#adalam tanggungan
dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatyagake yang diketahui
dengan upah yang diketahui pula. Jumhur ulamabgdpendapat bahwa

jjarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disawaadalah

18 Hendi SuhendiFigh Muamalah(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hirh. 11
19 Rahmad Syaefkigh Muamalah, Bandung, Pustaka Setia, 2001), him. 121-122.
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manfaatnya, bukan bendanya. Oleh karena itu, mergigdarang
menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba uditukbil susunya,
sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain sebab s&mtu bukan
manfaatnya tetapi bendan$’a.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentgn
pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindah&nghaa (manfaat)
atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertenkalumpembayaran
sewal/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepgeamilbarang itu
sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada lpsnan kepemilikan,
tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yangyemekan pada
penyewa.

Sedangkan dalam Lembaga Keuangan Syariah, ijarafahad
Pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk apEatdn jasa
dengan ketentuan keuntungan bank ditentukan didejzamn menjadi
bagian harga atas barang atau jasa yang disewakan.

b) Dasar Hukum ljarah

Dasar-dasar hukum ijarah adalah sebagai berikut:

(1) Firman Allah QS. Al-Zukhruf (43): 32:

g HETE-e0 46 /060 ¢H0CON0N040 =200

ENOC O ¢ arOgOROL CI e

%0 |bid.
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RPOEZOe0R M w@e = ONx JELEGOS 02O
SIEERE J0172e36 JORVCARaR

EAr=D® A0 JE&RKDEE 0 @CDce06e0
X0, @ * ¢ @ 0N, ere =6 ORIy 0RO
G *ORHBL QER ¢ T A =D ¢ L &GO KI =D €<=
s QOQYHE <OIB[RFH WY ES=E g6 >é ¢fre0ea
EPOEH ¢ AORDRAON Y+ ®
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat TuhanmufiKa
telah menentukan antara mereka penghidupan merakand
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagereka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agagiaebaereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahamanmu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

(2) Firman Allah QS. Al-Baqgarah (2); 233:

B-FARD GBI 04U 0ms QO J2s-06000L 2QROSO
IRAFGONEIN R SCRY Ko IAHADREO O e IO
OO+ 2 @7 ForO8 e (O ER® S ORO

Qo ONOD OS> oo R
B VOCOREIR €0 AL0 5 BXO300z0 60
<OBGN 4= $QODHSOrDre o OFEYE ALa 5 O§O0W

NYN\Z\7
Z\AYA

U dan jika kamu ingin anakmu disusukan olehngréain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamadeepllah

dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yangika
kerjakan.”

(3) Firman Allah QS. Al-Qashash (28): 26:

N6 ¢TI0 RO 7RO ARO L& et
46070 HE NMHMRO B €EMIBENUKPIO®Ra I
0O NN wa I REFBRINN Kk PIORA I IO
G, P XV EFT Do I
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Yapalku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kikayena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu auomtiilk
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi tdpzercaya”.

(4) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nadisabda:
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58 Caai & U8 AT Y kel
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kgtfh
(5) Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dstou Sa’id
al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
$oA Al 1ial Hali o

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanla
upahnya.??

(6) jma ulama tentang kebolehan melakukan akad sewyaena.
(7) Kaidah Figh:
TS 1 KRS N B S oY IER A FSA R W WO
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh Kédalkkecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”
c) Ketentuan-ketentuan ljarah
(1) Rukun dan Syarat ljarah:
(a) Sighat ljarah, yaitu ijab dan gabul berupa perramtaari
kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), batam
verbal atau dalam bentuk lain.

(b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberiagp@mberi

jasa dan penyewa/pengguna jasa.

2 sunan Ibnu MajahiNomor: 2443, Juz II, him. 817

22 Mushnaf Ibnu AbisyaibatNomor: 2119, Juz 4, him. 366
% Ahmad Ithampop.cit.him. 42
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(c) Obyek akad ijarah adalah : manfaat barang dan sataa;

manfaat jasa dan upah.

(2) Ketentuan Obyek ljaraff:

(a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan batan@tau
jasa.

(b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai danatdap
dilaksanakan dalam kontrak.

(c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat etikah
(tidak diharamkan).

(d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai
dengan syari'ah

(e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikigra untuk
menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa.

(f Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jédss)asuk
jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spessfilatau

identifikasi fisik.

2 Ahmad Ithampop.cit.him. 42
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(g) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikanditeyar
nasabah kepada
(h) LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat
dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikawa atau
upah dalam ljarah.
() Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasdaghan
lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
() Kelenturan flexibility) dalam menentukan sewa atau upah
dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat daakjar
(3) Jenis barang/jasa yang dapat disew&Ran:
(a)Barang modal: asset tetap, misalnya bangunan, ge#antor,
ruko, dll
(b)Barang produksi: mesin, alat-alat berat dll
(c) Barang kendaraan transportasi: darat. Laut, darauda
(d)Jasa untuk membayar ongkos: uang sekolah/ kulregge
kerja,hotel,angkutan dan transportasi.
(4) Skema pembiayaan ijargh:
(a) Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke bank kyaria
(b) Bank syariah membeli/menyewa barang yang diingiridah

nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/peipesuilik

% Adiwarman KarimBank Islam, Analisis Figih Dan Keuanga@dakarta: IIT Indonesia,
2003), him. 105
%% |bid, him.106
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(c) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank
mengenai barang objek ijarah, tarif ijarah, perigdeah dan
biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan igitahda
tangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminang yan
dimiliki.

(d) Bank menyerahkan objek ijarah kepada nasabah sakadi
yang disepakati. Setelah periode ijarah berakhasabah
mengembalikan objek ijarah tersebut kepada bank

(e) Bila bank membeli objek ijarah tersebfat-bai’ wal ijarah)
maka setelah periode ijarah berakhir objek ijaratsabut
disimpan oleh bank sebagai asset yang dapatt disewa
kembali

(f) Bila bank menyewa objek ijarah terselaitijarah wal ijarah,
atau ijarah parallel), maka setelah periode trsebut
dikembalikan oleh bank kepada supplier/penjuatipk.
Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam ijarah ladta
default,rusak, berhenti.

2. ljarah Multi Jasa
a. Pengertian ljarah Multi Jasa
Multi Jasa terdiri dari dua kata, yaitu multi yargrarti
banyak,bermacam-macam, dan jasa yang berarti garbyang

berguna atau bernilai bagi orang lain, manfaati Jdadlti jasa
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adalah suatu perbuatan atau manfaat yang bermaeaarm
gunanya bagi orang lain. Sedangkan pengertian g ijarah
multi jasa adalah pembiayaan yang diberikan olemidaga
Keuangan Syariah, baik perbankan maupun non peabakdpada
nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatd’jBembiayaan
multi jasa merupakan fasilitas pembiayaan konsuwgdiig tidak
bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidik@sehatan,
pernikahan, naik haji dan umréh.
b. Fatwa DSN MUI Tentang Multi Jasa

Menurut fatwa DSN MUl No. 44/DSN-MUI/VIII/2004
pembiayaan ijarah multi jasa adalah pembiayaan ydbgrikan
oleh Lembaga Keuangan syariah (LKS) kepada nasalddm
memperoleh manfaat atas suatu jasa. DSN MUl memagnpleriu
menetapkan fatwa tentang pembiayaan multi jasagaselpadoman
pelaksanaan transaksi tersebut agar sesuai demigesip psyariah
dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkaitgan
jasa.

Fatwa ini ditetapkan dari hasil Rapat Pleno DSN Midda

tanggal 11 Agustus 2004 yang dibuat karena pernayhdari Bank

%" Serambi IndonesiaHukum Transaksi Pembiayaan Multi Jaaikel diakses dari
www.serambinews.com pada 17 Maret 2014 pukul 19.22

28 |SM, BNI Syariah Luncurkan Multi Jasa iBytikel diakses damivww.niriah.compada 17
Maret 2014 pukul 19.30.
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rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004 dani denk
Danamon. Fatwa ini substansi darifatwa DSN MUI R8/DSN-
MUI//2000 tentang pembiayaan ijarah dan No. 11/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan kafalah.

Dalam fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentgn
pembiayaan multi jasa terdapat beberapa ketenyzdin, sebagai
berikut:

(1) Ketentuan Umum

(a)Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan
menggunakan akad ljarah atau Kafalah.

(b) Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwahljar

(c) Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus
mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwddfafa

(d) Dalam kedua pembiayaan multijjasa tersebut, LKSadap
memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.

(e) Besar ujrah atau fee harus disepakati di awal dan
dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk
prosentase.

(2) Penyelesaian Penyelisihan
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibaratga

jika terjadi perselisihan di antara kedua belahaljhmaka
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penyelesaiaannya dilakukan melalui Badan Arbit@gariah

setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musydwar

(3) Ketentuan Penutup
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terddgeeliruan,
akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
c. ljarah Multi Jasa Menurut Badan Pelaksana HariaBRHBDSN
MUI
Menurut mekanisme kerja Badan Pelaksana Haraiat)BP
DSN MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum nrenge
suatu produk LKS. Usulan ataupun pertanyaan diawjukepeda
secretariat BPH? Sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dijalankan
oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) dengan seorahg ldan
sekretaris serta beberapa anggota.
Menurut Kanny Hidaya, SE, MA,Wakil Sekretaris BPI5ID
MUI menjelaskan, pembiayaan multi jasa, yaitu pkoddari
perbankan syariah yang dimaksudkan untuk penyediaanfaat

jasa untuk nasabah. Namun karena salah satu akgddijgunakan

2| oc.Cit,Ahmad Ifham Sholihin, him. 52
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dalam skema transaksi multijasa dalam fatwa tetsatalah akad
ijarah, maka sering dinamakan dengan ijarah nasa3’

Salah satu bentuk aplikasi dari fatwa ini adalabukehan
nasabah untuk biaya pendidikan sekolah (jasa p#adicdekolah)
maka Bank Syariah dapat memenuhinya dengan menkmua&ad
ijarah multi jasa.

Manfaat yang terkait dengan ijarah dalam fighdgrtmenjadi
dua, yaitu manfaat atas pekerjdgaratul ‘amal) dan manfaat yang
dikeluarkan dari bend@jaratul ‘ayan). Dalam konteks fatwa ini
jjarah yang digunakan adalah manfaat &asal atau paling tidak
porsi ijaratul ‘amal cukup besar. Contoh untuk hal ini adalah
pembiayaan biaya sekolah (misalnya S2 atau S3)psanbiayaan
untuk umroh atau rekreasi. (Catatan: unijakatul ‘ayan telah
dikover oleh fatwa DSN-MUI tentang ijarah dgarah muntahiya
bitttamlik).3*

Adapun cara perhitungamrah/fee (upah) diserahkan kepada
Lembaga Keuangan Syariah dan sebaiknya tidak meaggn
prosentase dan ditentukan di awal. Adapun akad gigmgnakan
untu pembiayaan multi jasa adalah akad ijarah déeddh.

d. ljarah Multi Jasa Menurut Dewan Pengawas Syariah

30 Wawancara via surat elektroniéngail) Kanny Hidaya, SE.MA, wakil sekretaris BPH DSN
MUI pada tanggal 28 Februari 2014.
#bid.



52

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib ada di LKS. $f2S
adalah menjaga ketaatan syariah LKS. Menurut Boof@hmad
Rofig, salah satu DPS di Bank Syariah Semarang etaskjan
bahwa adanya fatwa DSN MUI tentang pembiayaan nja#a
adalah upaya DSN memberikan payung hukum syarigdr ag
produk-produk lembaga keuangan yang belum diwaokdia akad-
akad lain bisa menggunaan pembiayan.

llarah multi jasa biasanya digunakan untuk kepegaim
kepentingan karena mudharabah dan musyarakahHlidak Fatwa
DSN MUI tentang pembiayaan multi jasa merupakanyddgaSN
MUI memberikan payung hukum terhadap wilayah-wilayeang
tidak mudah. Menurut Prof. Ahmad Rofiq, Jasa bsaupa matrial
dan imatrial. Jasa matrial seperti penyewaan baremgfoh sewa
ipad. Sedangkan immaterial, contoh sewa tenaga untuggbié&an.

Sedangkan untuk perhitunganrah/fee tidak ada batasnya,
karena tidak ada ulama, ayat Alquran, hadis yanmiagasinya.
Sehingga perhitunganujrah/fee tergantung kesepakatan dan
kepatutanny. Hal tersebut merupakan cerminan Kedajman
Islam. Seperti kaidahlaslu al muamal al ibahalVienjadi penting

adalah kesepakatan, saling rela, tidak gkarar, dan tidak ada

32 Wwawancara langsung Prof. Ahmad Rofiq, salah sawdd Pengawas Syariah di Bank
Syariah Semarang pada tanggal 6 Maret 2014.
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penipuan. Dimana besarnygah/feetidak boleh dikaitkan dengan
besarnya tanggungan karena pekerjaanya hanya.sekali

Dalam perjalanan waktu Bank Indonesia (BI) waktu it
mengkodifikasikan, mempositifkan fatwa DSN MUI. 8&jga Jika
ada pelanggaran ketaatan syariah di suatu baniakyanaka DPS
bisa tidak direkomendasikan, dan DSN dapat menpittak bank
syariah untuk mencopot DPS tersebut.
. Dasar Hukum ljarah Multi Jasa

Dasar-dasar hukum ijarah multi jasa adalah selreydiut:

1. AlQur'an

a) Firman Allah QS. Al-Bagarah (2); 233:

BSFMORD G2 04U S0Ms O J26-06000 vQROSO
FRAECONHIN FHEL OCGRY Ko IA@RADEOD W O0M
ANV QO+ &7 For O e (O HR® S ORO

Qe ONOr =200 a6 N

B-MOCOREIRL 00 Ao -5c BXOS>00z0 560
<OBGKTE $QODHSOD e o OBYE AFa S OO

NYNI\7
I\AYA

RO dan jika kamu ingin anakmu disusukan olehngréain,
Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamadeepllah

dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yangika
kerjakan.”

b) Firman Allah QS. Al-Qashash (28): 26:

0.6 €<=k T4 RO 7RO ERO =( JRAVCIZPL YA
€6070RNHE MHMRNO B EMIBOENUKXPIORAF
009N+ QM Wwa d BLEIBAN UK IR I KL

X P XV EFTBa I
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Yapalxku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kikayena
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Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu auomtiik
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi tdpzercaya”.

c) Firman Allah QS. Yusuf (12): 72:

GERNENOY W - S OAED COFOGAIT BXDMosa +L
Rurf@0 OQNORNE SALLRIT ITEON w60
DRYOR RESY Yoiu [80F Iu WO BY, D ¢~

&K YHOY REw
“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan @igbja, dan
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperakanb
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamexeghya".

2. Hadist

a) Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

bersabda:

e Cang of BB AT Y sl ]
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya ketiig
b) Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaqg dari Abu Hurairah dabu
Sa’id al- Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:
$oal s 1l sl o

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanla
upahnya.®

c) Hadist riwayat Abu Daud dari Sa’ad Ibnu Abi Waggash

berkata:

% Sunan Ibnu Majahibid.

3 Mushnaf Ibnu Abisyaibaltbid.
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Voo by S5 L 550 5 B0 e e O 5 K
S5 b A i ade s e 01305 s

Alad 4l by L K31 WAl 5

“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayarasi) ha
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami mékaku

hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewskan
dengan emas atau peréﬁ.”

d) Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr Bin Auf al-
Muzani:
O3l 5 G oa el 51 5a 25a Bl ) il 6 Sas Al
Gioa 031 51938 258 ta i V) i e

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin
kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal ata
menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.®®

3% Sunan Abi DawudNomor: 3391, Juz 3, him. 258

3¢ Sunan Tirmidzi. Ibid



